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Tujuan

● Memahami penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan 
Presiden 12 Tahun 2021 terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui 
Swakelola Tipe III dan IV

● Mengetahui pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 
2019 pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

● Mengidentifikasi permasalahan dalam PBJ melalui Swakelola Tipe III dan IV
● Memberikan saran yang dapat membantu mengoptimalkan PBJ melalui Swakelola 

Tipe III dan IV

Latar Belakang dan Dasar Hukum
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengacu pada:

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
• Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
• Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018
• Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2019

Ruang Lingkup
UKPD  di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 dan 2021

Metodologi
• Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SiRUP LKPP
• Wawancara dengan UKPD terkait
• Analisis peraturan-peraturan terkait Swakelola Tipe III dan IV

Pendahuluan Pembahasan Penutup
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Tipe Swakelola

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 18(6)

Tujuan Swakelola

Memenuhi kebutuhan 
barang/jasa dengan 

mengoptimalkan
penggunaan sumber daya

Meningkatkan 
partisipasi 

Ormas/Pokmas

Meningkatkan 
efektifitas dan/atau 

efisiensi

Meningkatkan 

kemampuan teknis 

SDM

SWAKELOLA

K/L/PD Penanggung Jawab Anggaran

K/L/PD Lain

Kelompok Masyarakat

Organisasi Kemasyarakatan

Tipe I

Tipe II

Tipe III

Tipe IV

Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Memenuhi kebutuhan 
barang/jasa yang 

tidak disediakan oleh
pelaku usaha

Memenuhi kebutuhan 
barang/jasa yang tidak 

diminati oleh
pelaku usaha

Memenuhi 
kebutuhan 

barang/jasa yang 
bersifat rahasia



5

Perencanaa
n Swakelola

Persiapan 
Swakelola

Pelaksanaan 
Swakelola

Pengawasan 
dan Pelaporan 

Swakelola

Penyerahan 
Hasil 

Pekerjaan

Tahapan Swakelola

Penetapan Tipe 
Swakelola

Penyusunan 
Spesifikasi 
Teknis /KAK

Penyusunan 
Perkiraan 
Biaya/RAB

Penetapan 
Sasaran

Penyelenggara
an Swakelola

Rencana 
Kegiatan

Jadwal 
Pelaksanaan

RAB

Penetapan 
Rencana Kerja

Pengadaan 
Bahan, 
Peralatan, Jasa 
Lainnya, 
Tenaga Ahli 
dan lain-lain 

Penyaluran 
dana Sesuai 
Peraturan

Pengawasan 
dan 
Pengendalian 
Pekerjaan

Pelaporan 
Kemajuan 
Pelaksanaan

Pelaporan 
Realisasi 
Pekerjaan

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, Pasal 
2.

Pendahuluan Pembahasan Penutup
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Tahapan Perencanaan Swakelola
Tipe III dan IV

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
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Spesifikasi Teknis/KAK & RAB

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
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Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Swakelola.

Penyusunan RAB 
(Rencana Anggaran Biaya)

Pokmas dan
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Tahapan Persiapan Pengadaan
Swakelola Tipe III

Tahapan Persiapan Pengadaan 
Swakelola Tipe IV

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Swakelola
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Pelaksanaan Swakelola Tipe III dan IV

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

1

Sesuai jadwal 
dan tahapan

Laporan 
penerimaan dan 

penggunaan 
tenaga kerja

Laporan 
swakelola dan 
dokumentasi

3

4

PPK melakukan 
pembayaran

5

Serah terima 
pekerjaan 
swakelola

2



Sumber: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Swakelola

Tahapan Pengawasan Pengadaan
Swakelola Tipe III dan IV

11Pendahuluan Pembahasan Penutup



Pendahuluan Pembahasan Penutup

Tahapan Serah Terima Hasil Pekerjaan
Swakelola Tipe III dan IV

Sumber: 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021
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Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: SiRUP LKPP, telah diolah kembali.

Pendahuluan Pembahasan Penutup

2020 2021

Persentase Perencanaan Swakelola Tipe III dan IV 
pada UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

Sudah merencanakan: 22 UKPD 
(22%) dari total 102 UKPD 

Belum merencanakan: 80 UKPD 
(78%) dari total 102 UKPD

Sudah merencanakan: 42 UKPD 
(41%) dari total 102 UKPD 

Belum merencanakan: 60 UKPD 
(59%) dari total 102 UKPD
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Persentase Perencanaan Swakelola Tipe III dan IV pada 
UKPD di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Sumber: SiRUP LKPP, telah diolah kembali.

Pendahuluan Pembahasan Penutup

2020 2021

(23 kegiatan) (23 kegiatan)

Lain-Lain

PMT
Lain-Lain

PMT



Dokumentasi Wawancara dengan UKPD

Kelurahan Palmerah Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPPBJ) Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2
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Permasalahan dan Penyebab

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Perencanaan PBJ melalui 

Swakelola Tipe III dan IV di 

UKPD Wilayah Kota Adm. 

Jakarta Barat belum optimal

● 2020 → 22 UKPD (22%) 

dari total 102 UKPD

● 2021 → 42 UKPD (41%) 

dari total 102 UKPD 

1. Kekurangpahaman UKPD untuk 

melaksanakan PBJ melalui 

Swakelola Tipe III dan IV.

2. Keraguan UKPD terhadap 

pertanggungjawaban yang tidak 

akuntabel, khususnya pada 

Swakelola Tipe IV karena 

keterbatasan kemampuan Pokmas.

Permasalahan Penyebab

1

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Tahap Keterangan

Perencanaan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pelaksanaan Penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan

Pengawasan Terdapat keterbatasan kemampuan Pokmas sebagai pengawas, 

misalnya dalam tugas pengawasan atas laporan 

pertanggungjawaban terkait keuangan

Tabel Keterbatasan Pokmas dalam Tahap Swakelola
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Pendahuluan Pembahasan Penutup

Kurang tepat 

pengklasifikasian 

kegiatan menjadi 

Swakelola Tipe III dan IV 

oleh UKPD pada SiRUP 

LKPP

Belum optimalnya supervisi UPPBJ 

Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat di 

masing-masing UKPD 

Permasalahan Penyebab

3

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Permasalahan dan Penyebab

Daftar Mitra Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) dan 

Organisasi Masyarakat 

(Ormas) di Wilayah Kota 

Adm. Jakarta Barat belum 

tersedia

Belum optimalnya peran UPPBJ 

Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat 

dalam menyusun daftar Mitra 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan 

Organisasi Masyarakat (Ormas) 

sesuai ketentuan.

2
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Kesimpulan dan Saran

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Pengadaan barang dan 
jasa melalui Swakelola 
Tipe III dan IV pada UKPD 
di Wilayah Kota Adm. 
Jakarta Barat belum 
optimal 

1

2

Permasalahan yang
ditemukan dari perolehan
data melalui SiRUP LKPP dan 
hasil wawancara antara lain: 

Belum optimal 
perencanaan PBJ 
melalui Swakelola 
Tipe III dan IV

Belum terdapat Daftar Pokmas
dan Ormas di Wilayah
 Kota Adm.Jakarta Barat 

Pendahuluan Pembahasan Penutup

Kurang tepat klasifikasi kegiatan 
yang dikategorikan menjadi 
Swakelola Tipe III dan IV pada 
SiRUP LKPP

kegiatan prioritas sebagai pilot 
project melalui Swakelola Tipe III 
dan IV

1

Pembinaan/ sosialisasi 
langsung ke Ormas/Pokmas, 
ditambahkan dengan praktik 
dari kegiatan Swakelola Tipe 
III dan IV. Contoh: PMT-AS

2

Menyusun daftar Mitra 
Kelompok Masyarakat 
(Pokmas) dan Organisasi 
Masyarakat (Ormas) yang 
dikoordinasikan oleh UPPBJ

3

Optimalisasi supervisi oleh 
UPPBJ 

4

SIMPULAN

SARAN
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